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LAMPIRAN 

1.1 Gambaran Umun Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan 

Agama Amuntai.Berikut gambaran umum tentang lokasi Pengadilan Agama 

Martapura dan Pengadilan Agama Amuntai. 

a. Alamat Pengadilan Agama Martapura 

Jalan Perwira No. 79 Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kabupaten 

Banjar, Kalimantan Selatan 70613. 

b. Sejarah singkat Pengadilan Agama Martapura 

 Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan 

Kerapatan Qadhi Besar.1 Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak 

dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam 

wilayahnya.”Jabatan Qadhi” sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan 

Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 

1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai Bondan, tt, hal 68) dengan mengangkat H. 

Abu Su‟ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi 

pertama. (Abu Daudi, 2003 hal 87). Tidak terdapat catatan mengenai 

pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 

638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda 

dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana disebutkan 

diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat ”pengukuhan” dengan Stbl tahun 

1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA 

Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang 

menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan 

Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah 

hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota 

kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya.Pada tahun 1952 

dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, 

Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan. 

 Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, 

Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. (Himpunan Peraturan 

Perundang-undangan pembentukan PA se-Indonesia, 2002: 91-93) Namun 

untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan 

pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang 

menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa dan Madura dan sebagian 
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Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama 

Kotabaru, pada saat itu PA Kotabaru berada dalam yursdiksi Pengadilan 

Agama Mahkamah Syari‟ah Propinsi (PAMAP) Banjarmasin yang 

mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, 

kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun 

PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi 

PTA Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA Kotabaru 

tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan 

Menteri Agama No 16 tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang 

untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru otomatis menjadi 

bagian dari PA Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu 

kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar 

yurisdiksi PTA Samanrinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 

7/89 pasal (2). (Drs. H. Rusdiansyah, Wawancara tanggal 1 Mei 2007). 

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima 

kewenangan dari PTA Samarinda kepada PA Martapura. Terakhir karena 

adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya 

Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan 

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000. 

 

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Martapura Kelas IBTahun 2022 
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d. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Secara Umum 

 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang :Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah. 

 Fungsi Pengadilan Agama memberikan pelayanan di bidang 

Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta 

Administrasi Peradilan Lainnya.Memberikan pelayanan administrasi 

umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan 

Agama.Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang 

Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila 

diminta.Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama 

Islam.Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk 

pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.Melaksanakan tugas-

tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan 

pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan 

terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya. 

e. Alamat Pengadilan Agama Amuntai 

Jl. Empu Mandastana N0.10 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 

f. Sejarah Pengadilan Agama Amuntai 

 Pengadilan Agama Amuntai berdiri sejak pemerintahan kolonial 

Belanda dengan berdasarkan hukum staatsblad 1937 No.638 dan 639.Pada 

awalnya gedung yang digunakan masih menumpang di rumah-rumah 

ulama Islam demi untuk menyemarakkan agama Islam. Dengan segala 

keterbatasan Pengadilan Agama Amuntai melayani para pencari keadilan 

dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Hulu Sungai Utara.Sejak berdirinya 

tersebut Pengadilan Agama Amuntai mengalami beberapa kali pergantian 
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ketua dan balai sidang yang digunakan dikarenakan pada saat itu 

Pengadilan Agama Amuntai belum memiliki balai sidang sendiri. 

 Pada tahun 1938 sampai awal tahun 1943, balai sidang Pengadilan 

Agama Amuntai bertempat di rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai di 

jalan Muhammad Au Amuntai. Pada saat itu KPA Amuntai adalah oleh 

H.Abdur Rahma Sidiq. Pada tahun 1943 - 1944, dengan bergantinya KPA 

Amuntai yang baru yaitu H. Jailani, balai sidang Pengadilan Agama 

Amuntai juga dipindahkan ke rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai 

yang baru di jalan Pangeran Antasari Amuntai. Kemudian pada tahun 1944 

- 1945 bertempat di samping langgar Nurul Qamar di jalan Pangeran 

Antasari Amuntai dengan KPA H. Burhanuddin.Pergantian Ketua dan 

balai sidang yang digunakan ini terus berganti sampai akhirnya dibangun 

gedung baru yang bertempat di jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan 

Amuntai Tengah.Perkembangan ini terus berlanjut sampai dengan 

dibangunnya gedung balai sidang di jalan Negara Dipa No. 136 Amuntai 

dan gedung baru yang saat ini digunakan yakni di Jalan Empu Mandastana 

No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

g. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IBTahun 2022 
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1.2 PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama    :  

Tempat dan Tanggal Lahir :  

Jenis Kelamin   :  

Pendidikan Terakhir  :  

Pekerjaan   :  

Jabatan    :  

B. Pertanyaan- Pertanyaan 

1. Bagaimana penetapan jangka waktu orang yang dinyatakan hilang 

(mafqūd)? 

2. Bagaimana cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali 

setelah ditetapkan? 

3. Apa dasar hukum penetapan orang yang dinyatakan hilang (mafqūd)? 

4. Apa pertimbangan penetapan orang yang dinyatakan hilang (mafqūd)? 
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1.3 Foto Bersama Dengan Informan 
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1.4 Blanko Konsultasi Skripsi 
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1.5 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing 
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1.6 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal 
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1.7 Surat Selesai Seminar Proposal 
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1.8 Surat Penetapan Perubahan Judul 
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1.9 Surat Izin Riset 
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2.0 Surat Selesai Riset 
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2.1 Surat Keterangan Ujian Komprehensif 
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2.2 Sertifikat BTA 
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2.3 Sertifikat Keterampilan Komputer 
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2.4 Surat Keterangan Perolehan SKK 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama Lengkap : Rahmani Ehsan 

2. Tempat/Tanggal Lahir  : Amuntai, 18 Januari 2000 

3. Agama : Islam 

4. Kebangsaan : Indonesia 

5. Status Perkawinan : Belum Kawin 

6. Alamat  : Jl. Setia Komplek Purnama Mandiri Blok  

    C No. 4 KM. 7 Kec. Banjarmasin Selatan. 

7. Pendidikan 

a. TK Bayur Tahun 2005-2006 

b. SDN Palimbangan Tahun 2006-2012 

c. MTsN Model Amuntai Tahun 2012-2015 

d. MAN 2 HSU Tahun 2015-2018 

e. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Perbandingan 

Mazhab Tahun 2018-2022 

8. Orang Tua 

Nama Ayah : H. Hardik 

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Desa Palimbangan, RT.02 RW.01 Kec.   

   Haur Gading, Kab. HSU. 

 

Nama Ibu : Hj. Siti Halimah 

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Desa Palimbangan, RT.02 RW.01 Kec.   

   Haur Gading, Kab. HSU. 

9. Saudara : Rini Rahimi, A.Md.Kep 

 Ruspiani S.Pd 

  

 


